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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa 

perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan 

atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja 

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan 

dalam KUA. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa 

perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah 

tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Berau 

Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai 

penjabaran KUA Tahun Anggaran 2025. Berpedoman pada Permendagri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan  

pilihan;  

b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; 

dan  

c. Menyusun plafon anggaran sementara (pagu indikatif) untuk 

masing-masing program.  

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 

2025 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau dalam 

bentuk Nota Kesepakatan.  

Penyusunan Dokumen Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 

2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sebelumnya. 

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah 
Kabupaten Berau dengan DPRD Kabupaten 
Berau 

NOMOR  :    134/22.b/MoU/HK.3/IX/2025 
   12/KSPKT/DPRD/2025 
TANGGAL  :      22 September 2025 
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Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria 

sebagaimana berikut: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum 

APBD; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 

belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 

d. Keadaan darurat; dan 

e. Keadaan luar biasa. 

Penyusunan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada 

dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 

Anggaran 2025. Selanjutnya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum 

APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 

Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas yang 

selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD dan 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 

2025 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati 

Kabupaten Berau. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

     Maksud dari penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Berau   

tahun anggaran 2025, adalah sebagai pedoman kepada seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Berau dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program 

dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

    Tujuan disusunnya Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 adalah untuk :  

1. Menghasilkan kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten 

Berau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 

tentang Prioritas Pembangunan daerah yang dijabarkan dalam 

prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara 

untuk masing masing program/kegiatan 
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     2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Kabupaten Berau. 

1.3 Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara Tahun Anggaran 2025 adalah, sebagai berikut: 

▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

▪ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

▪ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4438); 

▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757); 

▪ Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2027 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 6056); 

▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322); 

▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
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Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan 

dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 

Nomor 1447); 

▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

▪ Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 

2006 Nomor 2); 

▪ Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 

Nomor 1); 

▪ Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025. 
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      BAB II 

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2025 

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas 

pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah. Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah. 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, 

Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, maka target perubahan pendapatan 

daerah dan penerimaan pembiayaan dalam Perubahan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

2.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah, mengalami kenaikan semula sebesar Rp 

400.000.000.000,00 bertambah Rp. 1.156.435.995,00 sehingga menjadi 

Rp 401.156.435.995,00  setelah perubahan. 

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah mengalami kenaikan semula  Rp. 154.950.000.000,00 

bertambah Rp. 20.563.778.000,00 sehingga menjadi Rp 

175.513.778.000,00 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah mengalami kenaikan, semula Rp. 

119.182.903.206,00 bertambah sebesar Rp 2.476.309.150,00 

sehingga menjadi Rp  121.659.212.356,00 setelah perubahan. 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami 

penurunan, semula Rp 15.500.000.000,00  berkurang sebesar (Rp. 

3.502.356.155,00) sehingga menjadi Rp 11.997.643.845,00 setelah 

perubahan. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan, 

semula Rp 110.367.096.794,00 berkurang sebesar 

(Rp.18.381.295.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp 

91.985.801.794,00 

2.2 Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer, mengalami kenaikan semula Rp. 

4.353.229.604.400,00 bertambah sebesar Rp 595.966.566.710,72 

sehingga menjadi Rp. 4.949.196.171.110,72  setelah perubahan.  

1. Transfer Pemerintah Pusat 

Tranfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan, semula Rp. 

3.486.482.734.604 bertambah sebesar Rp. 541.415.846.661,72 

sehingga menjadi Rp. 4.027.898.581.265,72  

2. Transfer Antar Daerah 

Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan, semula sebesar Rp. 

866.746.869.796,00 bertambah sebesar Rp. 54.550.720.049,00 

sehingga menjadi Rp. 921.297.589.845,00  

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan, 

semula Rp. 11.359.059.600,00 bertambah Rp. 6.284.290.200,00 

sehingga menjadi Rp. 17.643.349.800,00 

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.367.995.956.905,72 atau 

bertambah sebesar Rp. 603.407.292.905,72 
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Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan 

dalam Tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 
 

JENIS PAJAK/RETRIBUSI APBD 2025 EFISIENSI APBD 2025 
PROYEKSI Perubahan 

2025 
TAMBAH KURANG 

1 2  3 4=3-2 

PENDAPATAN DAERAH     

1. Pendapatan Asli Daerah 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 401.156.435.995,00 1.156.435.995,00 

 a. Pajak Daerah 154.950.000.000,00 154.950.000.000 175.513.778.000,00 20.563.778.000,00 

 b. Retribusi Daerah 119.182.903.206,00 119.182.903.206,00 121.659.212.356,00 2.476.309.150,00 

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

15.500.000.000,00 15.500.000.000,00 11.997.643.845,00 -   3.502.356.155,00 

 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah 

110.367.096.794,00 110.367.096.794,00 91.985.801.794,00 -  18.381.295.000,00 

2. Pendapatan Transfer 4.353.229.604.400,00 4.353.229.604.400,00 4.949.196.171.110,72 595.966.566.710,72 

 a. Transfer Pemerintah Pusat 3.486.482.734.604,00 3.407.865.163.604,00 4.027.898.581.265,72 541.415.846.661,72 

 1) Dana Perimbangan 3.486.482.734.604,00 3.407.865.163.604,00 4.027.898.581.265,72 541.415.846.661,72 

 a.   Dana Transfer Umum 3.186.502.705.604,00 3.145.652.476.604,00 3.765.429.394.265,72 578.926.688.661,72 

 (1)   Dana Bagi Hasil (DBH) 2.582.597.547.604,00 2.582.597.547.604,00 3.252.374.465.265,72 669.776.917.661,72 

 Pajak Bumi dan Bangunan   (PBB) 129.786.577.000,00 129.786.577.000,00 129.786.577.000,00 - 

 PPh Pasal 21 56.236.093.000,00 56.236.093.000,00 56.236.093.000,00 - 

 Minyak Bumi 15% 48.738.956.000,00 48.738.956.000,00 48.738.956.000,00 - 

 Mineral dan Batubara-Royalty 2.329.240.985.604,00 2.329.240.985.604,00 2.999.017.903.265,72 669.777.869.661,72 

 Kehutanan-Iuran Izin Usaha 
Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 

7.357.268.000,00 7.357.268.000,00 7.357.268.000,00 - 

 Sawit 7.870.331.000,00 7.870.331.000,00 3.367.337.000,00 -   4.502.994.000,00 

 Perikanan 3.367.337.000,00 3.367.337.000,00 7.870.331.000,00 4.502.994.000,00 

 (2)   Dana Alokasi Umum (DAU) 603.905.158.000,00 563.054.929.000,00 513.054.929.000,00 - 90.850.229.000,00 

 b.   Dana Transfer Khusus (DAK) 191.450.083.000,00 153.939.241.000,00 153.939.241.000,00 -       37.510.842.000,00 

 (1)   Dana Alokasi Khusus (DAK 
Fisik); dan 

38.746.321.000,00 978.979.000,00 978.979.000,00 -  37.767.342.000,00 

 (2)   Dana Alokasi Khusus (DAK Non 
Fisik) 

152.703.762.000,00 152.703.762.000,00 152.960.262.000,00 256.500.000,00 

 2) Dana Desa 101.530.656.000,00 101.530.656.000,00 101.530.656.000,00 - 

 3) Insentif Fiskal 6.999.290.000,00 6.999.290.000,00 6.999.290.000,00 - 

 b. Transfer Antar Daerah 866.746.869.796,00 866.746.869.796,00 921.297.589.845,00 34.307.768.049,00 

 1) Pendapatan Bagi Hasil 529.146.869.796,00 529.146.869.796,00 583.697.589.845,00 54.550.720.049,00 

 2) Bantuan Keuangan 337.600.000.000,00 337.600.000.000,00 337.600.000.000,00 - 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  11.359.059.600,00 11.359.059.600,00 17.643.349.800,00 6.284.290.200,00 

 a. Hibah -   - 

 b. Dana Darurat    - 

 
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundangan-
Undangan 

11.359.059.600 11.359.059.600 17.643.349.800 6.284.290.200 

Jumlah Pendapatan 4.764.588.664.000 4.685.971.093.000,00 5.367.995.956.905,72 603.407.292.905,72 
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BAB III 

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang 

kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan 

sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana 

fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar 

belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan  untuk moda 

transportasi sebesar  10 % dari target pendapatan  pajak 

kendaraan bermotor, serta  belanja bagi hasil  pajak  daerah  kepada  

Kabupaten/Kota  atas  target  pendapatan pajak daerah; 

2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat 

antara lain pembayaran gaji   PNS, Tambahan Penghasilan   PNS, 

belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip 

efisien dan efektif; 

3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan 

pengentasan kemiskinan 

4. Belanja daerah memenuhi   program dan kegiatan yang    diarahkan 

penggunaannya berdasarkan sumber dana serta untuk pemenuhan 

standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan  

urusan kewenangan Pemerintah  Kabupaten dan fasilitas bantuan  

keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial 

untuk urusan non   kewenangan   Pemerintah Provinsi dengan   

berpedoman   pada peraturan yang berlaku; 

6. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan 

keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, 

sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan 

pada pemerintah desa diarahkan   untuk memperkuat kelembagaan   

dan kualitas aparatur desa. 
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Untuk Perubahan Belanja Plafon Anggaran Sementara 

Belanja Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp. 

788.834.000.000,00 dari Rp. 5.252.593.000.000 pada PPAS Murni 

2025 menjadi Rp 6.041.427.000.000,00 dan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.1 
Perubahan Belanja Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tahun 

Anggaran 2025 
 

Sumber : BPKAD Tahun 2025. 

URAIAN Penetapan 2025 Perubahan 2025 Bertambah/Berkurang 

BELANJA   5.252.593.000.000,00 6.041.427.000.000,00 788.834.000.000,00 

A. BELANJA OPERASI    2.111.579.217.366,78  2.449.904.250.276,47   338.325.032.909,69  

      1). Belanja Pegawai   1.012.406.992.519,10  1.241.377.072.524,50       228.970.080.005,40  

      2). Belanja Barang & 

Jasa 
      973.335.418.825,68  1.036.341.337.457,97  

      

63.005.918.632,29  

      3). Belanja Hibah        120.221.306.022,00       162.040.840.294,00  
      

41.819.534.272,00  

      4). Belanja Bantuan 

Sosial 
            5.615.500.000,00   10.145.000.000,00  

        

4.529.500.000,00  

B. BELANJA MODAL      2.647.328.126.633,22 3.099.447.370.758,06   452.119.244.124,84  

      1).Belanja Modal Tanah             5.386.704.763,00         15.391.573.880,00  
      

10.004.869.117,00  

2). Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
191.034.321.584,22       270.342.893.419,28        79.308.571.835,06  

3).Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 
266.415.526.131,00       361.379.182.537,78  

      

94.963.656.406,78  

4).Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi 
2.172.854.040.839,00 

 

2.437.193.963.628,00  

     

264.339.922.789,00  

5).Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 
9.984.341.816,00 

        

12.525.757.293,00  
        2.541.415.477,00  

6).Belanja Modal Aset 

Lainnya 
1.653.191.500,00 

          

2.614.000.000,00  
           960.808.500,00  

C.   BELANJA TIDAK 

TERDUGA 

30.000.000.000,00 

 
     28.389.722.965,47  -    1.610.277.034,53  

      1) Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00         28.389.722.965,47  -       1.610.277.034,53  

D. BELANJA TRANSFER 463.685.656.000,00    463.685.656.000,00  
                                

-  

1).Belanja Bagi Hasil 11.105.000.000,00         11.105.000.000,00                                  -  

      2). Belanja Bantuan 

Keuangan 
452.580.656.000,00       452.580.656.000,00  

                                

-  
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Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 per Urusan dan SKPD 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD 

 
NO 

URUSAN/SKPD 
SEBELUM 

PERUBAHAN 
SETELAH PERUBAHAN 

BERTAMBAH/ 

BERKURANG 

1.01.1 Dinas Pendidikan 717.329.575.374,10      835.056.390.528,16  117.726.815.154,06 

 

1.02.1 Dinas Kesehatan 564.820.588.546,00      704.816.298.360,40  139.995.709.814,40 

 

1.02.1 RSUD Dr. Abdul Rivai 
0 

 
                                -  0,00 

1.03.1 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang 

2.377.610.231.453,00   2.731.313.863.620,90  353.703.632.167,90 

1.04.1 
Dinas Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman 
23.201.457.605,00        35.152.902.762,00  11.951.445.157,00 

1.05.1 
Kantor satuan polisi 

pamong praja 
23.491.549.045,00        26.658.713.440,00  3.167.164.395,00 

1.05.2 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

15.450.804.469,00        25.672.098.234,50  10.221.293.765,50 

1.6.1 Dinas Sosial 24.847.242.069,00        31.732.706.142,00  6.885.464.073,00 

2.07.3 
Dinas Tenaga Kerja & 

Transmigrasi 
16.053.443.452,00        18.580.478.396,00  2.527.034.944,00 

2.09.2 Dinas Pangan 13.038.177.538,00        14.722.468.779,20  1.684.291.241,20 

2.10.1 Dinas Pertanahan 15.215.608.952,00        26.314.052.568,00  11.098.443.616,00 

2.11.1 
Dinas Lingkungan 

Hidup Dan Kebersihan 
55.931.849.031,00        70.471.013.691,00  14.539.164.660,00 

2.12.1 
Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil 
15.389.683.480,00        17.524.149.673,00  2.134.466.193,00 

2.13.1 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Kampung 

16.565.796.809,00        17.462.329.706,00  896.532.897,00 

2.14.2 

Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga 

Berencana, 
Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak 

 
22.133.690.591,00 

       23.242.862.497,00  1.109.171.906,00 

2.15.0 Dinas Perhubungan 111.771.335.577,00      122.015.912.422,00  10.244.576.845,00 

2.16.2 
Dinas Komunikasi 

Dan Informatika 

 33.305.059.588,74 

  
       36.660.951.023,80  3.355.891.435,06 

2.17.3 

Dinas Koperasi 

Perindustrian Dan 

Perdagangan 

29.998.398.832,00        40.257.585.718,50  10.259.186.886,50 

2.18.0 

Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan 

Satu Pintu 

14.141.781.346,00        12.892.751.513,50  -1.249.029.832,50 

2.19.0 
Dinas Kepemudaan 

Dan Olah Raga 
25.647.999.066,00        33.107.931.125,00  7.459.932.059,00 

2.22.3 
Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata 
37.338.779.448,00        68.157.582.994,28  30.818.803.546,28 

2.23.2 

Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan 
14.672.535.768,00        15.946.913.437,00  1.274.377.669,00 

3.2.5 Dinas Perikanan 18.874.073.249,00        22.036.539.509,00  3.162.466.260,00 

https://beraukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?phuke3xw5tsAl4Xe52G5xmoksaNEJX2h631EL9gKH/708h70qP5oCNA4@WiAhOVKzK0JqnLp0CALtHxBcQrwFEDKFxor2SuFhWlaG8E@xQjIZQV2nhYlzcB3NyYWvz3KHwlYCykgR1jRUBiU1WcEuX@tsoXDnNCxJEq@dW@/2A4=
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NO 
URUSAN/SKPD 

SEBELUM 

PERUBAHAN 
SETELAH PERUBAHAN 

BERTAMBAH/ 

BERKURANG 

3.3.1 

Dinas Tanaman 

Pangan Hortikultura 

dan Peternakan 

43.420.234.759,00        49.835.772.253,00  6.415.537.494,00 

3.3.2 Dinas Perkebunan 17.786.551.085,00        18.678.799.759,00  892.248.674,00 

4.01.1 Sekretariat Daerah 143.957.306.294,00      154.127.532.820,00  10.170.226.526,00 

4.02.0 Sekretariat Dprd 105.621.323.372,80        96.316.951.308,00  -9.304.372.064,80 

5.01.5 

Badan Perencanaan, 

Penelitian Dan 
Pengembangan 

25.658.410.227,36        25.637.779.468,36  -20.630.759,00 

5.02.0 

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 
Daerah 

520.866.778.374,00      523.366.406.659,47  2.499.628.285,47 

5.02.0 
Badan Pendapatan 

Daerah 
21.200.133.847,00        32.746.937.806,00  11.546.803.959,00 

5.03.5 

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

24.092.784.387,00        24.851.182.178,00  758.397.791,00 

6.01.0 Inspektorat 24.994.380.274,00        24.245.509.131,00  -748.871.143,00 

7.01.1 
Kecamatan Tanjung 
Redeb 

28.967.122.747,00        33.519.306.960,00  4.552.184.213,00 

7.01.2 
Kecamatan Gunung 
Tabur 

12.415.405.590,00        15.478.832.500,00  3.063.426.910,00 

7.01.3 
Kecamatan 
Sambaliung 

10.664.329.572,00        12.885.800.010,00  2.221.470.438,00 

7.01.4 
Kecamatan Teluk 
Bayur 

13.581.216.998,00        15.832.327.533,00  2.251.110.535,00 

7.01.5 Kecamatan Segah 
6.338.596.559,00

  
        6.945.116.034,00  606.519.475,00 

7.01.6 Kecamatan Kelay 5.353.013.754,00         6.187.859.089,00  834.845.335,00 

7.01.7 
Kecamatan Pulau 
Derawan 

5.455.746.559,00         6.282.641.119,00  826.894.560,00 

7.01.8 Kecamatan Talisayan 6.278.469.456,00         7.088.924.226,96  810.454.770,96 

7.01.9 
Kecamatan Biduk - 

Biduk 

                      

6.497.277.974,00  
 

        7.953.480.653,00  1.456.202.679,00 

7.01.1

0 
Kecamatan Maratua 

                      

7.289.200.658,00  
  

        8.939.303.363,00  1.650.102.705,00 

7.01.1

1 
Kecamatan Tabalar 

                      
5.337.922.142,00  

  

        6.762.879.148,00  1.424.957.006,00 

7.01.1

2 
Kecamatan Batu Putih 

                      
5.486.177.894,00  

 

        6.799.176.100,00  1.312.998.206,00 

7.01.1

3 
Kecamatan Biatan 

                      
5.130.453.988,00  

 

        5.742.520.263,00  612.066.275,00 

8.01.1 
Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

                    
19.370.502.200,00  

 

       21.405.465.476,97  2.034.963.276,97 

 

JUMLAH 
          

5.252.593.000.000,00  

 

6.041.427.000.000,00 788.834.000.000,00 
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                                        BAB IV 

      RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk 

menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah 

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit 

anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin 

meningkat.  

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang 

akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan Dana Cadangan; 

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan 

Pemberian Pinjaman Daerah. Dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.3 
Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Berau Tahun 2025 

 

NO. URAIAN SEMULA MENJADI 
BERTAMBAH/ 

BERKURANG 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 0 0 0 

3.1 Pengeluaran 

pembiayaan 

488.004.336.000,00 673.431.043.094,28 185.426.707.094,28 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Sebelumnya  

448.004.336.000,00 673.431.043.094,28 185.426.707.094,28 

     

3.2 Pengeluaran 
pembiayaan 

0 0 0 

3.2.1 Pembentukan dana 

cadangan  

0 0 0 

3.2.2 Penyertaan modal 

(Investasi) daerah 

0 0 0 

3.2.3 Pembayaran pokok 

utang  

0 0 0 

3.2.4 Pemberian pinjaman 

daerah 

0 0 0 

     

 Jumlah pembiayaan 
netto 

448.004.336.000,00 673.431.043.094,28 185.426.707.094,28 
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     BAB V 

           PENUTUP 

Demikian Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Berau 

Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau sebagai pedoman dalam 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025. 

 

 

 

 

                                                  Tanjung Redeb, 22 September 2025 

          KETUA DPRD            BUPATI BERAU  

 

 

 

  Ir. DEDY OKTO NOORYANTO, S.T   Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd 

 

 
 

  



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU




